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BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR e TAHUN 2023 

TENT ANG 

KEDUOUKAN, SUSUNAN OROANISASI, TI.JOAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINA$ BINA MARGA, C[PTA KARYA, 

DAN TATA RUANO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Bina Marga, Cipta Karya dan 
Tata Ruang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Pinrang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Sert.a Tata Kerja 
Dina.s Bina Marga, Crpea Karya dan Tola Ruang; 

b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dal&Jn 
huruf a, sudah tidak sesuai 1agi dengan perkembangan 
dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah &erta 
perkembe.ngan peraturan pcrundang-undangan dan 
kebutuhan pcnyelenggaraan tugas dan rungsi Dinas 
Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, eehingga perlu 
diganti; 

c. bahwa berdasaib.n pcrtimbangan scbagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pcrlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi aena Tata Kerja Dlnas 
Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembru'an Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atae Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indcneeia Nomor6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembe.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Trunbahan Lembaran Negara« 
Republik Indonesia Nomor 5494); \ 
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4. Unda.ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Oaerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah bebcrapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 
Pemetintah Pengganb Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta l<erja menjadi Undang-Undang 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembara.n Negara Republik 
Indonesia Nomor 68561; 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembo.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembllran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 
tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 
Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembe.ran Negara Republik lndonellia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (1..embaran Negara Republik tndonesza 
Tahun 2016 Nomor l 14, Tambahan l..embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Ataa Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tenta.ng Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tc:ntang 
Manejemen Pegawai Negeri Sipil (l.em.baran Negara 
Repubtik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
l...embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
&ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lem.ha.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
l..embaran Negara. Republik Indonesia Nomor 64 77); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistcm 
Kerja pad.a lnstanai Pemerintah untuk Pcnyederhanaan 
Birokraai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 181), 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Plnrang Tahun J 2020 Nomor 6 ). 
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.J. 

MEMU1USKAN : 

Mcnctapkan · PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
OROANISASI, TVGAS DAN PUNGSJ SERTA TATA kERJA 
DlNAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANO 
KABUPATEN PINRANO 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Paul I 
Dalam Peraturan Bupan ini, yang dimaksud dengan ; 
I. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Pemcrintah Pusat, yang selanjutnya di&ebut Pemcrintah, adalah 

Presiden Rcpublik Indonesia yang mcmcgang kekuasaan Pemerintahan 
Negara Rcpublik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalatn Undang­ 
Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemcrintahan Oaerah adalah penyc:lenggaraan Urusan Pemcrintahan 
olch Pemcrintah Dacrah dan Dewan Perwllkilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan Togas Pembantuan dengao prinsip otonomi seluas­ 
luasnya dalam sistem dan prinslp Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Rcpublilc Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemcrintah Dacrah adalah Bupa.ti sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Dacrah yang mcmi.mpin pe!aksanaan uruaan pemerintah 
yang mcnjadi kcwcnangan dacrah otonom. 

5. Bupati aclalah Bupab Pinrang. 
6. Sckretaris Oacrah adalah Sckretaris Dacrah Kabupatcn Pinrang. 
7. Peraturan Bupa.ti adalah Pcnuuran Bupati Pinrang. 
8. Dina11 adalah Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang 

Kabupatcn Pinrang. 
9. Kcpala Dinas adalah Kcpala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata 

Ruang Kabupatcn Pinrang. 
10. Pcjabat Pembina Kcpcgawaian yang selanjutnya di11ingkat PPK adalah 

pejabat yang mempunyai kewcnangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pcmbinaan 
manajemcn ASN di instansi pcmerintah eeeuai dengan ketentuan 
pcraturan pcrundang-undangan. 

11. Pcjabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
Bupati Pinrang. 

12. Aparatur Sipil Negara aclalah istilah kelompok profesi bagi pcgawai­ 
pegawai yang bekcrja pads Jnstansi Pcmcrintah baik di tingkat Pusat 
maupun Oaerah. 

13. Pcjabat yang Bcrwcnang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pcjabat 
yang mempunyai kewcnangan melaksanakan proses pcngangkatan, 
pcmindahan, dan pcmberhentian Pcgawai ASN eeeuer dengan ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan. 

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang bcrisi 
fungsi dan tugas berkaitan dcngan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan ketcrampilan tenentu. 

15. Togas adalah lkhtisar dari keseluruhan tugasjabatan. 
16. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan pcnjabaran dari tugae. 
17. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugasjabatan 

� yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegangjabatan. 
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18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Dacrah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

19. Uruaan Pemerintahan adlllah kekuaaaan pemerintahan yang menjadf 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara ?an penyelenggara Pemerintahan Daecah untuk melindungi, 
melayani, mcmberdayakan, dan menyeJahterakan masyarakat. 

20. Tugaa Pembantuan adalah penugaaan dari Pemerintah Pusat kepada 
Dacrah untuk melaksanakan aebagian Urusan Pemertntahan yang menjad1 kev.-enangan Pemcrintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah 
provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sehagian 
Urusan Pemenntahan yang menjadi kewcnangan Daerah provinsi. 

21. Jalan Ka bu pa.ten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer 
yang tidak tennasuk dalam jalan naeional dan jalan provinsi, yang 
menghubungkan ibukota kabupe.ten dengan ibukota kecarnatan, antar 
ibukota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan Jokal, 
antar pusat kegiatan lokal, serta jalam umum dalam eretem jaringan 
jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jaJan strategia kabupaten. 

22. Jalan Kota adalah jaJan dalam sistem jaringan jaJan sekunder yang 
menghubungkan antarpuaat pelayanan daJam kota, menghubungkan 
antarpersil serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada 
di dalam kota. 

23. Penyediaan lnfrastrukrur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan 
konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan 
infraatruktur dan/atau pemeliharaan infraatruktur dalam rang.ka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. 

24 Leger jalan adalah dokumen yang memuat data dan informaai mengenai 
perkembe.ngan suatu ruaa jalan. 

25. Air limbah adalah aiaa dart suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud C&ir. 
26. Sampah Rumah Tangga adalah sempah yang berasal dari kegiatan 

sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termaauk tmja dan sampah 
spesifik. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah aampah rumah 
tangga yang beraeal dari kawasan kcmeraial, kawasan induatri, kawasan 
khusua, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitaa lainnya. 

27. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut praeerana adalah 
fas1litas da.sar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan 
penanganan sampah. 

28. Tempal Pemroeesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat 
unruk memproaea dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. 

29. Bangunan gedung adalah wujud lisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 
berada di ataa dan/at.au di dalam tanah dan/at.au air, yang berfungsi 
sebagai tempat manusia me!akukan kegiatannya, baik untuk hunian 
atau tempat tinggal, kegiatan keapmaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosia.l., budaya, maupun kegiatan khusus. 

30. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang 
meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta 
kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pem·bongkaran. 

31. Pernanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan 
bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, tennasuk 
kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala. 

32. Pemehharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan 
be.ngunan gedung beaerta praaarana dan sa.rananya agar selalu laik ! fungsi. 
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BAB II 

KE DU DU KAN 

Pasal 2 
(IJ Dinas sebagrumana dimakaud dalam Pasal 1 angka 8, dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang bereda di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaria Daerah. 

BAB Ill 
SUSUNAN ORGANISASI 

Paaal 3 
(I) Su au nan Organlsasi Dinaa, terdiri atas : 

a. Kepala. Dinas; 
b. Sekretar:i.at terdiri ata.s ; 

I. Sub begian Program; 
2 Sub biigien Umum, Kepegawaian, dan Hukum; dan 
3. Sub bqian Keuangan. 

c. Bidang Bina Marga; 
d. Bidang Air Minum dan Penyehatan Llngkungan dan Permukiman; 
e. Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan 

Permukiman; 
r. Bidang Tata. Ruang; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungaional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dala.m Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
TI.JOAS, FUNGSJ SERTA URAIAN TI.JOAS 

Bagian Kesa.tu 
Kepala Dinas 

Pa,a! 4 
( 11 Kepala Dinas mempunyai tugaa membantu Bupati menyelenggarakan 

uruaan pemerintahan di biclang uruaan pekerjaan umum dan penataan 
ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugae pembantuan yang 
diaerahkan oleh Bupati kepadanya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebqaimana dimaksud pada ayat (I), 
Kepala Dinaa menyelenggarakan rungsi: 
a. perumuaan kebijakan daerah di bidang uruaan pekerjaan umum dan 

penataan ruang; 
b. pelaksanaan kebijakan daera.h di bidang uruaan pekerjaan umum dan 

penataan ruang: 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan pekerjaan 

umum dan penataan ruang; 
d. pelaksanaan admiruetraai Dinaa; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian Togas Kepa)a Dinaa sebagaima.na dimaksud pada ayat (I) 

meliputi : 
a. menyuaun nmcana kegiatan 

pelakaanaan tugaa; 
dinaa ....... 
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b. mendistribusikan clan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pel&ksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tu gas; 
d. menyusun rancangan, mengorek.si, memaraf dan/atau menandatangan1 naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugaenye: 
r. menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinas; 
g. merumuskan kebijakan tcknis di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; 
h. mengoordinir penyelenggru-aan Survey Kepuasan Masyarakat dalam lingkup Dinas; 
I. melakukan pembinaan tcrhadap penyusuna.n Japoran Stander 

Pelayanan Minimal di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; 
j. melakukan koonlinasi dan konsultasi dengan kementerian, 

pemerintah provtnsi,Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kel)a 
tcrkaitdalam rangka kelancaran tugas; 

k. mcnetapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Dinas; 
I. membina pelaksanaan Sistem Pengendaiian lntem Pemerintah dalam 

lingkup Dinaa: 
m. mengoordinir penyusunan Laporan Kinerja lnatansi Pemerintah 

dinas; 
n. mengin11entarisaai dan mengkaji pennasalahan serta mencari solusi 

pemecahan masalah dalam Jingkup Dinas; 
o. menyelenggarakan pembinaan tcrhadap pc:nyusunan Stander 

Opc:raaional Prosedur da1am lingkup Dinas; 
p. menyelcnggarakan momtoring, evaluaai dan pc:ngawasa.n 

penyclenggaraan kebijakan teknia dr Bidang Bina Marga, Bidang Air 
Minum dan Penychatan Llngkungan Pennuldman, Bidang Penataan 
Bangunan dan Kawuan Permuk.iman, dan Bidang Tata Ruang; 

q. mcnyclcnggarakan koordinasi dan konsultas1 dcngan lcmbaga 
pemerintah dan non pc:mcrintah dala.m rangka penyclcnggaraan 
urusan Pemcrintahan bidang pc:kerjaan umum dan penataan ruang; 

r. mcnilai kincrja Pegawai Aparatur Sipil Negara scauai kctcntuan 
Peraturan Perundang-undangan; 

a. mcnyusun laporan basil pelaksanaan rugas Kcpala Dinas dan 
mcmberikan sa.ran pc:rtimbangan kepada Atasan &ebagai bahan 
pcrumusan kcbijakan; dan 

L menyclcnggarakan tugas kcdinasan lain yang drpertntahkan atasan 
acsuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kcdua 
Sckreta.riat 

Pa'81 s 
(I) Sekretariat dipimpin olch Sckretaria yang mcmpunyai tugas membantu 

Kepala Dinaa dalam mclaksa.nakan koordinasi kegiatan, mcmberikan 
pelayanan tcknis dan adrmnistraai pc:nyusunan program, pclaporan, 
umum, kcpcgawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkup Dinas. 

(2) Untuk melak.anakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), t Sckrctaria mcnyclcnggarakan fungsi : 
a. pengoordinasian pelaksa.naan tugaa dalam lingkup Dinaa; 
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b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup Dinas; 
c. pengoordinasian urusan umum, kcpegawaian, dan hukum dalam lmgkup Dinas; 
d. pengoordinasian pengelola.an administrasi kcuangan dalam lingkup Dinas; dan 
e. penyclcnggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dcngan tugas dan fungsinya. 
{JJ Uraian Tu gas Sekretaris sebagaimana d(maksud pada ayat ( I) meliputi : 

a. menyueun rencana kegratan dinas sebagaimana pcdoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksane.an tugas; 
c. mcmantau, mcngawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dina, untuk mengctahui perkembangan pelaksanaan tu gas; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat eesuai bidang tugasnya; 
r. membantu Kepal.a Dinaa mcnetapkan Rcncana Stratcgia, Renca.na. 

Kerja dan Rencana Kcrja Anggaran dina.s; 
g. menyelcnggarakan Survey Kepuasan Masyara.kat dalam lingkup Dinas; 
h. menyusun dan membuat Laporan Kmerja lnata.nsi Pemerintah 

Dinaa; 
i. mengoordinir penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal 

lingkup Dinas; 
j. mengoordinasikan peJaksanaan kegiatan dalam lingkup Dinas 

aehingga terwujud koordinaai, integralll, ainkroniaasi dan 
sunplifikaai pelakaanaan kegiatan; 

k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan, program, 
perencanaan, pcngendalian, clan evaluasi serta pelaporan kinerja Dinas; 

I. mengoordinasikan dan melaksanakan peleyanan adminislfflSi 
umum, kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinaa; 

m. mengoordinaaikan dan melaksanakan pelayanan administrasi 
keuangan; 

n. menyelenggarakan dan mcngoordinasikan admtnietraei pengadaan, 
pcme\iharaan dan penghapuaan barang; 

o. menyuaun dan melakaanakan Sta.ndar Peleyanan dalam lingkup 
Dinaa; 

p. mengoordinasikan pelakaanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birok:rasi da!am lingkup Dinaa; 

q. menyclenggarakan fungai Pejabat Pengelola lnformaai Dokumentaai 
dalam lingkup Dinas; 

r. mcmfasilitaai pelakaanaan Sistcm Pengcndalian Intern Pemcrintah 
dalam lingkup Dinaa; 

s. mcnyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan 
pcnyclenggaraan kebijakan tcknia di Bidang Bina Marga, Bidang Air 
Minum dan Penychatan Ungkungan Permuldman, Bidang Penataan 
Bangunan dan Kawaa.an Permukiman, dan Bidang Tata Ruang; 

t. mcnyelenggarakan koordinasi dan konsulta11 dcngan lcmbaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyclenggaraan 
uruaan pemerintahan uruaan bidang pekerjaan umum dan penataan 
ruang; 

u. menilai k.inerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eeeuer ketentuan l Peraturan Perundang-undangan; 
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v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan 

memberikan saran pertimbang.a.n kepada a.ta.sen sebagai ba.han perumu.an kebiJaka.n; dan 
w. melaksanakan tugas keclinasan lain yang dlperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugaanya. 

tugae; 

Paragrafi 
Sub Bagian Program 

Pa,ai 6 
(I) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepa]a Sub Bagian Piog.am 

mempunyai tugas membantu sekretana, dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang mempunyai tugaa pokok melakukan koordinaai dan 
penyusunan administraai anggaran, penyuaunan rencana, program, 
anggaran, dan laporan kinerja dmas serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas. 

(2) Uraian Togas Kepala Sub Bagian Program sebagaimana dima.kaud pada ayat(l) meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bllgian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribuSlkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. mernantau, mengawaai dan mengevaluasi pelaksanaan tugaa dalarn 

lingkungan dinaa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

d. mcnyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau mcnandatangani naakah dinas; 
e. mengikuti rapat-rapat aesuai bidang tugaanya; 
f. menghimpun dan mengolah data aerta melaporkan haail 

penyuaunan atandar operaaional prosedur (SOP) pelaksanaan tugaa seluruh umt kerja di lingkup Dinas; 
g. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengolah data serta 

melaporkan basil penyusunan rencana strategis (Renstra) Oinaa; 
h. menyiapka.n bahan, mtmghimpun dan mengolah data Berta 

melaporkan hasil penyusunan rencana kerja tahunan jRenja) Dinas; 
1. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengolah data sena 

melaporkan ha.sil penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 
fRKA) dan Rencana Pcrubahan Kegiatan dan Anggaran (RKPAI Dines; 

j. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengolah data serta 
melaporkan hastl penyusunan laporan kinerja interim (triwulananl 
meliputi laporan kemajuan fisik, non fisik, den keuangan llCCaJ"8. 
berkala di lingkup Dines; 

k. menyiapkan bahan, menghimpun den mengo\ah data serta 
melaporkan hasil penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas; 

I. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengolah data serta 
melaporkan hasil penyusunan laporan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang dilaksanakan Dinas seba.gai. bahan penyusunan 
laporan penyelenggaraan pemerintahan daera.h (LPPDI; 

m. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengolah data &erta 
melaporkan hasil penyusunan laporan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang dilaksanakan Dines sebagai bahan laporan 
keterangan pertanggunirjawaban kepala daerah (LKPJJ; 

n. mengumpulkan, mengolah data, menyueun, menganalisis, da.n 
mengevaluasi rencana pengembangan organ.isasi meliputi tugaa, ' fungsi, dan susunan organisasi; 
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melaporkan hastl penyusunan laporan kinerja interim (triwulananl 
meliputi laporan kemajuan fisik, non fisik, den keuangan llCCaJ"8. 
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melaporkan hasil penyusunan laporan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang dilaksanakan Dinas seba.gai. bahan penyusunan 
laporan penyelenggaraan pemerintahan daera.h (LPPDI; 

m. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengolah data &erta 
melaporkan hasil penyusunan laporan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang dilaksanakan Dines sebagai bahan laporan 
keterangan pertanggunirjawaban kepala daerah (LKPJJ; 

n. mengumpulkan, mengolah data, menyueun, menganalisis, da.n 
mengevaluasi rencana pengembangan organ.isasi meliputi tugaa, ' fungsi, dan susunan organisasi; 
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o. menyusun dan membuat dokumen Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lkj!P) Dinas; 
p. menyusun laporan Standar Pelayanan Minimal hngkup Dinas: 
q. mengoordinasikan, menyiapkan bahan data dan tnrormasl program dan melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan; 
r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengolah data serta 

melaporkan hasil penyusunan pcIJanjian ktnerja Dinas; 
s. mengumpulkan bahan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan dalam lingkup Dina.a; 
t. melaksanaka.n penyiapan bahan dan pcnyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam lingkup Dinas; 
u. menyusun Standar Opcrasional Prosedur sesuai rincian tuga.s dan 

melakukan evaluasi Standar Operaeronsj Proscdur; 
v. melakaanakan monitoring, evaluaei dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di Sub Bagian Program; 
w. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan non pemerinta.h dalam rangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang pckerjaan umum dan pcnataan ruang; 

x. meniJai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai kctentuan 
Peraturan Perundang-undangan; 

y. menyusun Japoran hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada At.asan sebagaj bahan 
perumusan kebijakan; dan 

z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan a1asan 
sesuai dengan bidang tugasnya . 

......,..,, 
Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 

tu gas; 

Pual7 
(I) Subbagisn Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum mcmpunyai tugas 
membantu sekrctaris, diptmpin oleh Kepa.la Sub Bagian yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan 
ket.atausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, administrasi kepegawaian 
dan hukum serta pelayanan informasi dan pengelolaan be.rang milik 
Daerah di lingkup Dinas. 

(2) Uraian Togas Kepata Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 
sebagrumana dimaksud pada aya.t 111 meliputi: 
a. menyusun rcncana, program, kegiatan dan anggaran sub bagian 

umum, kepegawaian, dan hukum aebe.gai pedoman dalam 
pelaksanaan tuga.s; 

b. mendisbibusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memant.au, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dmaa; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
r. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) 

pelaksanaan tugs.a di lingkup Sub Bagian Umum, kepegawaian dan 
hukum; 

g. menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan t menyimpan surat masuk dan aurat keluar di lingkup Dinas; 

• 9. 

o. menyusun dan membuat dokumen Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lkj!P) Dinas; 
p. menyusun laporan Standar Pelayanan Minimal hngkup Dinas: 
q. mengoordinasikan, menyiapkan bahan data dan tnrormasl program dan melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan; 
r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengolah data serta 

melaporkan hasil penyusunan pcIJanjian ktnerja Dinas; 
s. mengumpulkan bahan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan dalam lingkup Dina.a; 
t. melaksanaka.n penyiapan bahan dan pcnyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam lingkup Dinas; 
u. menyusun Standar Opcrasional Prosedur sesuai rincian tuga.s dan 

melakukan evaluasi Standar Operaeronsj Proscdur; 
v. melakaanakan monitoring, evaluaei dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di Sub Bagian Program; 
w. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan non pemerinta.h dalam rangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang pckerjaan umum dan pcnataan ruang; 

x. meniJai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai kctentuan 
Peraturan Perundang-undangan; 

y. menyusun Japoran hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada At.asan sebagaj bahan 
perumusan kebijakan; dan 

z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan a1asan 
sesuai dengan bidang tugasnya . 

......,..,, 
Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 

tu gas; 

Pual7 
(I) Subbagisn Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum mcmpunyai tugas 
membantu sekrctaris, diptmpin oleh Kepa.la Sub Bagian yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan 
ket.atausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, administrasi kepegawaian 
dan hukum serta pelayanan informasi dan pengelolaan be.rang milik 
Daerah di lingkup Dinas. 

(2) Uraian Togas Kepata Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 
sebagrumana dimaksud pada aya.t 111 meliputi: 
a. menyusun rcncana, program, kegiatan dan anggaran sub bagian 

umum, kepegawaian, dan hukum aebe.gai pedoman dalam 
pelaksanaan tuga.s; 

b. mendisbibusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memant.au, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dmaa; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
r. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) 

pelaksanaan tugs.a di lingkup Sub Bagian Umum, kepegawaian dan 
hukum; 

g. menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan t menyimpan surat masuk dan aurat keluar di lingkup Dinas; 



- 10 - 

h. menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengmm, dan 
menyiinpan dokumen perauratan lainnya yang tidak terma.suk dokumen Dinas; 

i. menyiapkan, mengkoorclfna1ikan, mengendahkan dan membuat 
surat perintah, surat tugas, dan perjaJanan dinas pegawai di lingkup Dina.s; 

j. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat serta penerimaan tamu di lingkup Dinas; 
k. menyiapkan, mengkoordinasikan, dan mela.kaanakan pemeliharaan, kebersihan, keamanan dan keterteban kantor serta perawatan mesin dan aset lainnya di lingkup Dina.s; 
I. men}'ll:l.pkan bahan penyusunan Standar Pelayanan da.n melakukan evaluasi dalam lingkup Dinas; 
m. mengoordinasikan dan melakukan pengumpu!an, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan mformasi dan pengaduan dalam lingkup Dinas; 
n. menyiapkan, mengoordmasikan dan memfasilitui pelakaa.naan 

Sistem Pengenda1ian Intern Pemenntah dalam lingkup Dinas; 
o. menyiapkan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai; 
p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menfaeilitas! kegiatan organisasi dan tatalaksana; 
q. melaksanaka.n pengumpulan bahan Peni!a.an Mandiri Pelakaanaan 

Refonnas.i Birokrasi da1am lingk:up Dinas; 
r. menyiapka.n ba.han dan mengelola admini1trasi kepegawaian dalam lingkup Dinas, 

1:1. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia 
aparatur dalam lingkup Dinas; 

t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan 
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil Negara dalam lingkup Dinas; 

u. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkup Dinaa; 
v. melaksanaka.n monitoring, evaluea! dan pengawaaa.n 

penyelenggaraan kebijakan leknis di bidang subbagian Umum, Kepegawa.ian dan Hukum; 
w. menginventanSl:l..9i dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
x. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengolah data serta 

melaporka.n hastl penyusunan kode etik dan kode penlaku pegawai di lingkup Dinas; 
y. menyiapkan bahan dan rnenyueun administrasi pengadaan, 

pendretribueian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang; 
z. menyiapkan bahan da.n menyuaun daftar inventarisaai barang serta 

menyusun laporan barang inventaris; 
aa. melakukan, menyiapkan dan mengoordinaaikan pengek>laan urusan 

rumah tangga Dinaa; 
bb. menghimpun, mengolah, dan menyimpan dokumen kepegawaian di 

lingkup Dinas; 
cc. menyiapkan be.han dan melakaanakan peliputan dan dokumentasi 

kegiatan Dinas; 
dd. menyiapkan dan membuat surat pengusulan pengangkatan pejabat 

pengguna barang/ kuasa pengguna barang, pejabat penatausahaan 
pengguna barang, pengurua be.rang pengguna, dan pembantu' pengurus barang penguna; 
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pengguna barang, pengurua be.rang pengguna, dan pembantu' pengurus barang penguna; 
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ee. melaksa.nakan wewenang dan tanggungjawab pejabat 
penatausahaan pengguna barang di lingkup Dinas; 

ff. menghimpun, mengkoordinasikan, mempublikasi, dan membuat 
konsep sena melaporkan hasil penyuaunan rencana umum 
pengadaan (RUP) barang/jasa dalam lingkup Dinas; dan 

gg. melaksanakan monitoring, cvaluasi dan pengawa.san 
penyelenggaraan kebijakan teknis di sub bagian Umum, 
Kepegawaian dan Hukum; 

hh. melakaanake.n koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

ii. menilai kinerja Pegawai Apa.ratur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; 

jj. menyusun lapor hasil pelaksanaan tugas Kepa.la Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan aebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

kk. melaksanakan tug.as kechnasan lain yang diperintahkan ata.san 
aesuai dengan bidang tugasnya. 

Pa,agcaf3 
Subbagian Keuanga.n 

Pa,aJ 8 
(l) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan 

mempunyai tugas membantu sekretaris, dipimpin oleh Kepala 
Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan mengumpulkan 
bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan 
keuangan dal&Jn lingkup Dinas. 

(21 Uraian Togas Kepala Subbagisn Keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) melipuu: 
a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran Subbagian 

Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribuatkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mcngawe,si dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangan1 naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-mpat sesuai bidang tugasnya; 
f. menyiapkan bahan serta melaporkan hasil penyusunan dokumen 

pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan 
anggaran Dinas; 

g. menyiapkan dan membuat konaep surat keputusan pengangkatan 
pejabe.t-pejabat pengelolaan keuangan Dinas meliputi pejabe.t 
pembuat komitmen dan pejabat pelaksana tekn11 kegiatan; 

h. menyiapkan dan membuat surat pengusulan penga.ngkatan pejabat­ 
pejabat pengelolaan keuangan Dinas meliputi pengguna anggaran, 
kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, 
bendahara pengeluaran, dan bendahara penerimaan; 

1. melaksa.nakan tugas dan wewenang peJabat penat.ausah.aan 
keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD); 

j. memeriksa dan meneliti penatausahaan bendahara penerimaan; 
k. memerikea dan meneliti penatauaahaan bendahara pengeluaran; 

' 
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L memanta.u dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang 
pejabe.t pembuat komitrnen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, 
bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan; 

m. menyediakan informasi poeisi keuangan secara berkala dan atau 
sesuai permintaan di lingkup Dinas; 

n. menyusun dan melaksanakan Standar Opemsional Pi:osedur sesuai 
uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operaaional Prosedur; 

o. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengolah data, menata serta 
melaporkan hasil penyusunan laporan penanggungjawaban 
pelaksanaan anggaran Dinas sesuai standar akunta.nsi 
pemerintahan sec::ara berkala (bulanan, triwulanan dan semesteran); 

p. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengolah data eerta 
melaporkan hasil penyusunan laporan akhir tahun 
pertanggungjawaba.n pelaksana.an anggaran Dina& sesuai standar 
akuntansi pemerintahan; 

q. menyiapkan bahan dan informasi dalam pemenksaan oleh aparatur 
pengawasan pemerintah atas laporan penanggungjawaban 
pelaksa.r,aan anggaran Dinas; 

r. mengkoordinaaikan dan menindaklanjuti hasil pemeriksu.n aparatur 
pengawa.san pemerintah stas laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan anggamn Dinas; 

a. menyimpan dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan aparatur 
pengawasan pemerintah at.es Japoran pertanggungjawaban 
pelaksanaan anggaran Dinas; 

t. meJaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawaean 
penyelenggaraan kebijakan teknis di sub bagian keuangan; 

u. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemer+ntahan bidang peket]aan umum dan penataan rua.ng; 

v. menllai kinerja Pegawai Aparatur Sipi.1 Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; 

w. menyusun laporan has.ii pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran pertimba.ngan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

x. melaksanakan tugas kedlnasan lain yang dipenntahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bag1an Ketiga 
Bidang Bina Marga 

Paoal 9 
(I) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang 

benanggungjawab kepada Kepa[a Dinas, melakaanakan penyusunan 
perencanaan, pengadaan pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, 
pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan. 
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program dan kegiatan bidang Bidang Bina Marga, 
e. penye\engga.raan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 

dan kegiatan bidang Bidang Bina Marga; den 
d. pemyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan !lesuai 4 dengan tugas dan fungsinya. 
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(3) Uraian Togas KepaJa Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran Btdang Bina 

Marga; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan rnengevaluasi pelaksanaan tugas dala.m 

lingk:ungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan tu gas; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dmas; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. menyuaun atandar operasionaJ prosedur pel.aksanaan tugas di 

lingk:up Bidang Bina Marga; 
g. memeriksa dan menelib data dan in!onnasi sebagei ba.han 

penyuaunan pemrognunan dan perencanaan teknis pembangunan jalan; 
b. memeriksa dan menebti data dan infonnasi sebagai ba.han 

penyusunan pemrograme.n dan perencanaan teknis pembangunan jembatan; 
i. memeriksa dan meneliti data dan infonnasi sebagai ha.ban 

penyusunan pemrognunan dan perencanaan teknis preservasi jalan dan jembatan; 
J· mengk:oon:linasikan pemrogra.man dan perencanaan tekmk jalan 

daerab, konektivitas aistem jaringan jalan dengan sistem moda 
transportasi bersama instanai terkait; 

k. mengkoon:linasikan pelaksanaan perencanaan teknikjalan; 
I. mengk:oordinasikan pelaksanaan perencanaan teknikjcmbatan; 
m. mengkoon:linasikan pelaksanaan konstruksi dan mutu petaksanaan 

pembangunan jalan; 
n. mengkoordinasikan pelaksanaan konstruksi dan mutu pelaksanaan 

pembangunan jembatan; 
o. mengkoordinasikan pelaksana.an preservasi jalan; 
p. mengkoon:linasikan pelaksanaan preservaai jcmbatan; 
q. mengkeordinaaikan pelaksanaan cvaluasi dan penetape.n laik fungsi, 

audit keselamatan jalan dan jcmbatan serta leger jalan; 
r melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang 

perencanaan teknik, pembangunan, dan preservaai jalan dan 
jembatan; dan 

a. menyelenggarakan kegiatan monitoring, cvaluasi dan pcngawasan 
serta Pelaporan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang bina 
marga; 

L menyelenggarakan koon:linasi dan konaultas.i dengan lembaga 
pemerintah dan non pcmerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

u. menilal kinerja Pegawai Ape.ratur Sipil Negara seauai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; 

v. menyusun lapor basil pelaksanaan tugas Kepal.a Dinas dan 
memberikan saran penimbangan kepada Atasan sebagai ba.han 
perumusan kebijakan; dan 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasant sesuai dengan bidang tugasnya. 
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w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasant sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Bagian Keempat 
Bidang Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman 

?asal 10 
{I) Bidang Air Minum dan Penyehatan Llngkungan Pennukiman dipimpin 

oleh Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Llngkungan Permukunan 
mempunyai tugas membantu kepa1a dinas, unsur pelaksana yang 
berad.a di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh kepala bkiang. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {I), 
kepala brdang Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Pennukiman 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program 

dan kegiatan Bidang Air Minum Dan Penyehatan Ungkungan Pcrmukiman; 
b. pembinaan, Pengoordinasian, Pengendalian 

program dan kegiatan Bidang Air Mmum 
Lingkungan Permukiman; 

c. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelsporan tugss progrsm 
dan kegiatan Bidang Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan 

d. pernyelenggaraan tugas Jain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian Togas Kepa.la Bidang Air Minum dan Penyehatan Llngkungan 
Pennukiman sebagaimana dimakaud pada ayat (l) meliputi : 
a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggara.n Bidang Air 

Minum dan Penyehatan Llngkungan Pennukiman; 
b. mendistribusikan dan membcri petuajuk pelaksanaan tugas: 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rape.t eeeuet bidang tugasnya; 
r. menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan tugas 

di lingkup Bidang Air M1num dan Penyehatan Llngkungan 
Pennukiman; 

g. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang 
penyediaan air minum; 

h. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang 
penyehatan lingkungan permukiman; 

i. mengkoordinasikan penyusunan sistem pengclolaan dan 
penanganan sampa.h regional; 

J. mengkoordinaaikan penyusunan system pengelolaan dan 
penanganan air limbah domestik regional; 

k. mengkoordinasikan penyusunan system pengelolaan dan 
penanganan system drainase yang terhubung dengan sungai; 

I. memertkaa dan meneliti data dasar terhadap akses pelayanan air 
min um; 

m. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan 
air minum meliputi pembangunan, peningkatan, rehabillitasi, dan 
pemeliharaan prasarana penyediaan air minum tennasuk 
pemberdayaan kelembagaan sistem penyediaan air minum; 

n. memerik.sa dan meneliti data dasar terhadap akses pelayanan 
prasarana pengeJolaan air lirnbah domestik, drainase, dan t 
pcrsarnpahan; ' 

Pengawasan 
Penyehatan 
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Pengawasan 
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o. mengkoordmaSlkan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan 
!ingkungan pennukiman meliputi pembangunan, peningkatan, 
rehabi!itaai, dan pemeliha.raan pra.aarana pengelolaan air limba.h 
domestik, dra.inaae, dan persampahan aerta pemberdayaan 
kelembagaan aistem pengelolaan air limba.h; 

p. mengkordinasikan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, 
rehabilitaai, dan pemehhanutn fasilitasi pengurangan sampsh 
regional eerta pemberdayaan kelembagaan sistem penanganan sampah; 

q. menyelenggarakan monitoring, evaluaai dan pengawasan 
penyelenggaraan kebiJakan teknis di bidang Air Minum dan 
Penyehatan Lingkungan Pennukiman; 

r. menyelenggarakan koordinasi clan konsultasi dengan Jembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang 
penyediaan air rninum, dan penyehatan lingkungan permukiman; 

t. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipll Negara .esua.i ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; 

u. menyusun Japoran basil pelaksanaan tugas Kepa.la Dinas dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan aebagai ba.han 
perumusan kebijakan; dan 

v. melaksanakan tug.as kedinaaan Jain yang diperintahkan ataaan 
aesuai dengan biclang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Penataan Bangunan Dan 

Pengembangan Kawasan Pennukiman 

Pasal 11 
(I) Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permuldman 

dipimpin oleh Kcpala Bidang Penataan Bangunan dan Pcngemba.ngan 
Kawasan Pennukiman yang mempunyai tugas membantu kepala dinas, 
merupakan unsur pelaksana. yang bcrada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dmas dan dipimpin oleh Kepa.la 
Bidang. 

(2) Untuk melakaanaan tugaa sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1), Kcpala 
Bidang Penataan Bangunan dan Pengcmbangan Kawasan Pcrmukima.n 
mcnyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan kcbijakan teknis clan pcnyelenggaraan tugas program 
dan kcgiatan Bidang Pcnataan Bangunan dan Pengcmbangan 
Kawasan Permukiman; 

b. pembinaan, pcngoordinaaian, pengcndalian dan pengawasan program 
dan kegiatan Bidang Penataan Bangunan den Pengembangan 
Ka .... -aean Permukiman; 

c. penyelenggaraan, monitoring, cvaluasi dan pele.poran tugaa program 
dan kegiatan Bidang Penataan Dangunan dan Pengcmbangan 
Kawasan Permukiman; dan 

d. pemyelcnggaraantugas lain yang dibcnkan oleh pimpinan aesuai 
dengan tug.a.a dan fungsinya. 

(3) Uraian Toga.a Kcpala Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan 
Kawasan Permukiman aebagaimana dimakaud pada ayat (1) mcliputi: 
a. menyuaun rencana, program, kegiatan dan anggaran Bidang t Pcnataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Pennukiman; 
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b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengswasi dan mengevaluasi pelaksanaa.n tugss dalam 

lingkungan Dinaa untuk mengetahui perkembangsn pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dina.s; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugsanya; 
r. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas di 

lingkup Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan 
Pennukiman; 

g. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur 
Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Pennukiman; 

h. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Penataan Bangunan dan 
Pengembangan Kawaaan Permukiman meliputi Peraturan Daerah 
dan Pcmturan Bupati; 

1. Penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan 
tahunan yang benumber dari APBD dan sumber dana lainnya; 

J· Sinkronisasi program-program Keciptakaryaan; 
k. Melakukan rasilitui dalam penguatan kapasitas perencanaan dan 

penyusunan program; 
I. Pelaksanaan penyusunan Rencana Terpadu dan Program Jnvestasi 

lnfrastruktur Jangka menengah (RPT2JM) bidang Cipta Karya; 
m. memeriksa dan meneliti penyuaunan atrategi dan kebijakan teknis 

penataan bangunan dan lingkungan; 
n. mengkoordinasikan pelaksanaan penataan bangunan dan 

lingkungan berbasis kawasan mebputi tata bangunan, siiltem 
Slrkulasi dan jaJur penghubung, sistem ruang terbuka dan ta.ta 
hijau, dan peleatai.rian bangunan dan lingkungan; 

o. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan bangunan gedung; 
p. memeriksa dan meneliti penyusunan Rencana Tata Bangunan dan 

Lmgkungan (RTBLj; 
q. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan 

pemugaran bangunan; 
r. memverifikasi dan menyetujui rekomendasi u::in mendirikan 

bangunan (IMB); 
s. menyetujui penempatan tim teknis pada unit pelayanan terpadu satu 

pin tu; 
t. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan penertiban 

pembangunan, pemanfaatan, dan rekomendasi pembongkaran 
bangunan gedung; 

u. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan penertiban 
pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan 
dilestarikan yang berskala k>kal; 

v. mengkoordinaaikan pelaksanaan penyecliaan datt1base permukiman, 
bangunan gedung dan bangunan negara; 

w. mengkoordinasikan pelaksanaan penyediaan; 
x. penyuaunan bahan rumusan kebijakan di bidang Penataan 

Bangunan dan Pcngembangan Kawasan Permukiman; 
y. melakaanakan pemantauan dan evaluasi bidang Penataan Bangunan 

Dan Pengembangan Kawasan Permukiman; 
e. menye\enggarakan monitoring. evaluaai dan pengswasan 

penyelenggaraan kebljakan teknia di bidang Penataan Bangunan 
Dan Pcngembangan Kawasan Permukiman; 

aa. menyelenggarakan koordinasi dan konaultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pcmerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; t 
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bb. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Pemndang-undangan; 

cc. menyuaun Japoran hasil pela.ksanaan tugas Kepala Dinas clan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipenntahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keenam 
Bidang Tata Ruang 

Pasal 12 
( 11 Bidang Tata Ruang di pun pin oleh Kepaia Bidang Tata Ruang yang 

mempunyai tugaa membantu kepala dinas, merupaka.n unaur pelaksana 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dipimpin oleh Kepe.la Bidang. 

(2) Untuk mela.ksanakan tugaa aebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Tata Ruang menyelenggarakan rungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penye!enggaraan tugas program 

dan kegiatan Bidang Tata Ruang; 
b. pembinaan, Pcngoordinasian, Pengendalian dan Pengawasan 

program dan kegiatan Bidang Tata Ruang; 
c. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 

dan kegiatan Bidang Tata Ruan,:; dan 
d. pemyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan scsuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Unuan Togas Kepala Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) metiputi: 

a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran Bidang Tata 
Ruang; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mcngevaluasi pela.ksanaan tugas dalam 

Jingkungan Dinas untuk mengetahur perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
r. menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan tugas di 

lingkup Bidang Tata Ruang; 
g. memeriksa clan meneliti keneep penyusunan dan penetapan 

petunjuk pela.ksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang 
penataan ruang Daerah; 

h. mengkoordinas1kan pelaksanaan koordinasi,sosialisasi, bimbtngan, 
supervisi. dan konaultasi pela.ksanaan penataan ruang Oaerah; 

i. menebti, memeriksa, dan menetapkan sistem mformasi penataan 
ruang Daerah meliputi rencana tata ruang wilayah beserta rencana 
rincinya; 

j. mengkoordmaS1kan penyediaan data informaai mengenai rencana 
tata ruang wi!ayah Oaerah beaerta rencana rincinya melalui peta 
analog clan peta digitaJ; 

k. mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar 
Daerah aena Daerah Provinsi dan pemerintah; 

I. memeriksa, meneliti, dan menetapkan konaep penyusunan, 
penetapan, dan peninjauan kcmbali rcncana tata ruang wilayah \ Daerah; 

bb. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Pemndang-undangan; 

cc. menyuaun Japoran hasil pela.ksanaan tugas Kepala Dinas clan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipenntahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keenam 
Bidang Tata Ruang 
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program dan kegiatan Bidang Tata Ruang; 
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dan kegiatan Bidang Tata Ruan,:; dan 
d. pemyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan scsuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Unuan Togas Kepala Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) metiputi: 
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Ruang; 
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tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
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i. menebti, memeriksa, dan menetapkan sistem mformasi penataan 
ruang Daerah meliputi rencana tata ruang wilayah beserta rencana 
rincinya; 

j. mengkoordmaS1kan penyediaan data informaai mengenai rencana 
tata ruang wi!ayah Oaerah beaerta rencana rincinya melalui peta 
analog clan peta digitaJ; 

k. mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar 
Daerah aena Daerah Provinsi dan pemerintah; 

I. memeriksa, meneliti, dan menetapkan konaep penyusunan, 
penetapan, dan peninjauan kcmbali rcncana tata ruang wilayah \ Daerah; 
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m. memeriksa, meneliti, dan menetapkan koneep penyusunan, 
penetapan, dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan 
atrategis Daerah; 

n. memerikaa, meneliti, dan menetapkan konsep perumusan kebijakan 
stratcgis operasional rencana tat.a ruang wilayah Dacrah mcliputi rencana detail; 

o. memeriksa, meneliti, dan menetapkan konsep perumusan kebijakan 
strategis operaeicnal rencana ta.ta ruang kawasan strategis; 

p. memerikaa, meneliti, dan menctapkan konsep penyusunan dan 
sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program, dan 
pe!aksanaan program peman(aatan ruang wilayah Daerah dan 
kawasan strategis Daerah; 

q. mengkoordinasilan pelaksanaan penjaringan aspirasi masyam.kat 
melalui forum konsultasi publik dalam proses penyusunan rencana 
tat.a ruang dan program pemanfaatan ruang; 

r. memeriki,.a dan meneliti konsep pelaksanaan standar pelayanan 
minimun btdang penataan ruang di Daerah; 

•· memertksa, meneliti, dan menetapkan kons,ep penyusunan, 
penetapan, dan pelaksanaan ketentuan arahan peraturan wnasi dan 
pemberian insentif dan disinsentif; 

t. memvenfikasi dan menyetujui permohonan izin pemanfaatan ruang 
dalam menerbitkan rekomendaai sesuai dengan peraturan Daerah 
tentang rencana tat.a ruang wilayah beserta rencana rincinya; 

u. mcngkoordinasikan pelaksanaan tindaka.n awal terhadap pengaduan 
masyara.kat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang; 

v. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pemantau.an 
untuk memastikan tersedianya Juasan ruang terbuka hijau (RTH) 
publik sebesar 20 % dari luas wilayah kawasan perkotaan 

w. memvcrifikasi dan menyetujui pembenan aanksi administratif dalam 
penataan ruang Daerah; 

x. melaksanaann koordinasi dan pembinaan serta operasionalisasi 
PPNS penataan ruang Daerah; 

y. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaka.n di 
bidang penataan ruang; dan 

e, menye!enggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyclenggaraan kebijakan teknis di bidang Tata ruang; 

aa. menyelenggarakan koordina.si dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyetengg.araan 
urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang; 

bb. menila.i kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; 

cc. menyusun Japoran hasll pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
memberikan saran perttmbangan kepada Atasan scbagai bahan 
perumusan kcbijakan; dan 

dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dtperintahkan e.tasan 
scauai dengan bidang tugasnya. 

BAB V 
KELOMPOK JABATAN FUNOSIONAL DAN PELAKSANA 

Pua1 13 
(I] Dinas Bima Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dapat membentuk 

scjumlah kelompok jabatan fungsional dan pelaksana scsuai dengan 
kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang·undangan. 

l 
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l 
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(2) Kelompok Jabalan Fungs1onal dan pclaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) melaksanakan tugaa seauai dengan bidang jabatan 
fungaional dan pelakaana masing-masing berdaaarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan 
aistem kerja. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Togas dan Fungsi 

Pasal 14 
fl) Kepala Dinaa dalam melaksanakan tugaa dan fungainya berdasa.rkan 

kebijakan umum yang ditet.apkan oleh Bupati seauai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

(2) Kepala Dinaa, Sekretaria, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, PeJabat 
Fungaional, dan Pelakaana dalam lingkup Dinaa melakaanakan tugaa 
dan fungai &eauai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
eerta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, mtegraai, 
sinkronisasi, simplifikas1, alruntabilitas, transparansi, aerta efektifitas 
dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan; 

(3) Kepala Dinaa, Sekretaris, Kepa.la Bidang, Kepala Subbe.gian, dalam 
lingkungan Dinaa mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi pemerintah/swasta terka:it dalam rangka meningkatkan 
kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungs.i Dinas. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 15 
II) Kepala Dinaa, Sekretaria, Kepala Bidang dan Kepa.la Subbagian dalam 

lingkungan Dinaa dalam meJaksanakan tuga:mya, melakukan 
pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi &ecara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 

(2) Kepala Dinaa, Sekretaria, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungaional, dan Pelakaana dalam lingkungan Dinaa wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pfmptnan, aerta menyampaikan laporan secara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan eecera tepat waktu kepada atasan 
masing-masing; 

(3) Kepa.la Oinaa, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan dalatn 
lingkungan Dinas melakaanakan pengawaaan e,eauai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTI.JAN PERAUHAN 

Pasal 16 
Ketentuan yang mengatur sub koordinator da1am Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Suaunan Organisasi, Togas dan 
F'ungsi aerta Tata Kerja Dinaa Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 
(Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 49), tetap beriaku 
aampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tent.ang siatem kerja pada t pemerintah daerah. 
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sinkronisasi, simplifikas1, alruntabilitas, transparansi, aerta efektifitas 
dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan; 

(3) Kepala Dinaa, Sekretaris, Kepa.la Bidang, Kepala Subbe.gian, dalam 
lingkungan Dinaa mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi pemerintah/swasta terka:it dalam rangka meningkatkan 
kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungs.i Dinas. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 15 
II) Kepala Dinaa, Sekretaria, Kepala Bidang dan Kepa.la Subbagian dalam 

lingkungan Dinaa dalam meJaksanakan tuga:mya, melakukan 
pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi &ecara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 

(2) Kepala Dinaa, Sekretaria, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungaional, dan Pelakaana dalam lingkungan Dinaa wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pfmptnan, aerta menyampaikan laporan secara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan eecera tepat waktu kepada atasan 
masing-masing; 

(3) Kepa.la Oinaa, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan dalatn 
lingkungan Dinas melakaanakan pengawaaan e,eauai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTI.JAN PERAUHAN 

Pasal 16 
Ketentuan yang mengatur sub koordinator da1am Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Suaunan Organisasi, Togas dan 
F'ungsi aerta Tata Kerja Dinaa Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 
(Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 49), tetap beriaku 
aampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tent.ang siatem kerja pada t pemerintah daerah. 
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BAB VIII 
KETENTIJAN PENUTIJP 

Pa.saJ 17 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
49 Tahun 2021 tentang Kcdudukan, Susunan Organtsaai, Togas dan Fungsi 
sc:na Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Ka,ya dan Tata Ruang (Serita 
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 19 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar sc:tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati lni dengan penempatannya dale.in Serita Daer-ah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal a; i-,..,... U>Z-� 

BUPATI PINRANG, 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal 0.: � Wt� 

,_ 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO, 

BU � A 

BERIT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 
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